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ABSTRAK:

a.

Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting
guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk lebih efisiensi dan efektifnya
perlu diatur dan ditata sesuai peruntukannya;

bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, ketentuan-ketentuan di bidang retribusi daerah yang menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi Papua perlu disesuaikan dengan Undang-Undang
dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta
dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu membentuk Peraturan Daerah
Provinsi Papua tentang Retribusi Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian
Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2907);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3193);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
4884);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

Retribusi Daerah terdiri dari:

SYoNooaR~LND

BAB | — Ketentuan Umum

BAB Il - Objek dan Golongan Retribusi
BAB Ill - Retribusi Jasa Umum

BAB IV — Retribusi Jasa Usaha

BAB V — Retribusi Perizinan Tertentu
BAB VI - Wilayah Pemungutan

BAB VII - Tata Cara Pemungutan

BAB VIII - Pendaftaran dan Pendataan
BAB IX — Penetapan

BAB X - Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan
Pembayaran

. BAB XI — Sanksi Administratif
12.
13.
14.
15.

BAB XII - Pelaporan

BAB XIlII - Penagihan

BAB XIV - Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

BAB XV - Pembetulan, Pembatalaan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau
Pengurangan Saksi Administrasi dan Pembatalan



16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

CATATAN

BAB XVI - Keberatan

BAB XVII — Pengembalian Kelebihan Pembayaran
BAB XVIII - Kedaluwarsa Penagihan

BAB XIX — Pembukuan dan Pemeriksaan

BAB XX - Insentif Pemungutan

BAB XXI - Pembagian Hasil Pungutan Retribusi
BAB XXII — Ketentuan Penyidikan

BAB XXIII - Ketentuan Pidana

BAB XXIV - Ketentuan Penutup

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 16 November 2011.



